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• Realisasi: 
atau 207.834.315 
(1 Desember 2018) 
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SEKILAS 

KLHK Menang lagi Kasus Lingkungan 
MAHKAMAH Agung (MA) mengabulkan kasasi Kementerian Ling
kungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam kasus pembakaran 
hutan di Riau oleh PT National Sago Prima (NSP) pada 2014. 
Putusan tersebut ditetapkan Senin (17/12/2018). 

Perkara dengan Nomor 3067 K/PDT/2018 itu diadili Hakim 
Agung Soltoni Mohdally dengan hakim anggota Hamdi Yunus 
Wahab. Dalam putusan tersebut, PT NSP dinyatakan harus ber-
tanggung jawab secara mutlak atas kebakaran hutan yang terjadi 
dan membayar biaya pemulihan atau rehabilitasi, dan ganti rugi 
sekitar Rpl triliun. 

Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani 
mengaku masih menunggu salinan putusannya. la pun mengapre-
siasi putusan para hakim MA. "Kami mengapresiasi komitmen 
MA dalam menerapkan prinsip in dubio pro natura (keadilan bagi 
lingkungan). Putusan ini harus menjadi pembelajaran bagi perusak 
lingkungan," ungkap Rasio kepada Media indonesia, kemarin. 

Rasio mengatakan pihaknya bakal terus berkoordinasi men-
dorong agar kasus-kaSus yang dimenangi bisa segera dieksekusi. 
"Karena kewenangan eksekusi perdata ada di ketua PN," ujarnya. 
(Dhk/H-3), 

Sekolah Ramah Anak sekadar Pencitraan 
UPAYA pemerintah untuk menghapuskan kekerasan dalam dunia 
pendidikan masih jauh dari harapan. Selain kurangnya pema-
haman tenaga pendidik terhadap Undang-Undang Perlindungan 
Anak, program sekolah ramah anak tidak pernah dilakukan se
cara serius. 

, Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriawan 
Salim menuturkan kondisi ini tidak pernah teratasi meski peme
rintah telah membuat banyak peraturan. "Jadi selama ini sekolah 
hanya bertindakformalitas saja seperti membuat baliho. Sebatas 
itu saja aplikasinya," cetusnya. 

Sebenarnya, imbuh Satriawan, Permendikbud No 82 Tahun 
2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan 
di Lingkungan Sekolah telah merinci peran tenaga pendidik untuk 
menghapuskan kekerasan dalam pendidikan. Untuk itu, tenaga 
pendidik dan siswa tidak punya alasan untuk tidak memahami 
ketentuan yang mewajibkan sekolah agar ramah anak. 

"Meningkatnya kekerasan terhadap anak di sekolah itu karena 
memang komunitas sekolah guru dan siswa tidak memahami 
UU perlindungan anak dan aturan lainnya. Literasi juga kurang," 
imbuhnya. 

Pengawasan yang dibuat pun hanya bersifat teknis dan tidak 
berkesinambungan. "jadi lemah sekali pengawasannya," tandas-
nya.(Sru/H-3) 

Kemenag Panggil Biro Umrah Yasmira 
KEMENTERIAN Agama memanggil PT Yasmira selaku Penyeleng-
gara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan PT Edipeni selaku pe-
nyedia visa karena diduga menelantarkan 25 anggota jemaahnya 
di Jeddah, Arab Saudi. Hal itu berdasarkan laporan salah satu 
anggota jemaah pada Minggu (30/12/2018) malam. 

"Hah ini kami panggil keduanya untuk dimimai pefqeiasan 
dan klanfikasL' kata Direktur Bina Umrah dan Hap K I H I S U S 
Kemenag Alii Hatkn dalam kecerangan feemdEnya di iakart& 
kemarin. 

r i l l i M i m i i M M i • n ftiiiaitr-"*-^" iiiifi 


